
 

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 31 
TAHUN 2004 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA 
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ATAS PENJUALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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  b.

 
  c.

 
Mengingat : 1.

2.

GUBERNUR JAWA TENGAH
 

PERATURAN GUBERNUR  JAWA TENGAH
 

NOMOR  14   TAHUN 2012
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 31 
TAHUN 2004 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA 
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ATAS PENJUALAN 

KENDARAAN BERMOTOR BARU
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR  JAWA TENGAH

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berkesinam
bungan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Te
ngah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya 
dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri 
188.34/5208/SJ tanggal 28 Desember 201
Klarifikasi Peraturan Daerah, maka Keputusan Gubernur 
sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan 
butan karena menetapkan besaran 
bangan pihak ketiga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbanga
huruf a dan huruf b, maka perlu men
Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah Atas Penjualan Kend

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pe
tukan Provinsi Jawa Tengah
raturan Negara Tahun 1950 Halaman 86
 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286); 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

GUBERNUR  JAWA TENGAH 

TAHUN 2012 

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 31  
TAHUN 2004 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ATAS PENJUALAN  

KENDARAAN BERMOTOR BARU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR  JAWA TENGAH, 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berkesinam
bungan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Te
ngah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru; 

dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya 
dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
88.34/5208/SJ tanggal 28 Desember 2011 perihal 
Klarifikasi Peraturan Daerah, maka Keputusan Gubernur 
sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penca

pkan besaran pengumpulan sum

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru; 

Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Pe
raturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berkesinam-
bungan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Te-
ngah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa 

dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya 
Nomor 
perihal 

Klarifikasi Peraturan Daerah, maka Keputusan Gubernur 
penca-

pengumpulan sum-

n sebagaimana dimaksud 
tapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengumpulan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa 

mben-
Pe-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Republik Indonesia Tahun 2003 

Republik Indonesia 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali  terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem-
bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin-
tahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor  1 Seri E 
Nomor 1); 

 

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 17 Seri D 
Nomor 17); 

 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai-
mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada 
Daerah 
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MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPU-

TUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2004 
TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA 
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ATAS 
PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BARU. 

 
Pasal 1 

 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah Atas Penjualan Kendaraan Bermotor Baru (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 2 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

    Ditetapkan di  Semarang 
    pada  tanggal  30 April 2012 

 
              GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
           ttd 

 
             BIBIT WALUYO 

 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 30 April 2012 
  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 
 

                           ttd 
 

HADI PRABOWO 
 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 14 
 
 
 
 


